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BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH MENURUT UNDANG
UNDANG DASAR 1945

A. Indonesia Negara Demokrasi

Pembahasan tentang Negara Indonesia yang menga-
nut sistem demokrasi Pancasila akan lebih mudah dite -
laah apabila lebih dahulu diuraikan tentang masalah

yang berkaitan dengan demokrasi itu sendiri.

1. Sistem Demokrasi

a, Pengertian Demokrasi

Suatu negara yang menganut sistem demokra
si merupakan suatu bentuk pemerintahan lama yang
bersifat totaliter, otokratis dan otoriter.
Maksudnya adalah, negara demokrasi tersebut di-
hasilkan oleh ahli pikir politik sebagai jawaban
atau Jjalan keluar untuk mengatasi suatu kemelut
yang dialami oleh suatu masyarakat yang berada
di bawah kekuasaan pemerintah dalam suatu negara
yang bersifat otoriter. (Drs, M. Taopan, 1989 :-

16).
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Secars harfiah perkataan demokrasi me-
ngapdung arti pemerintshan rakyat yang  ber-
asal dari bshasa Yunani, yaitu "demos" (rak-
yat) dan Krati (pemerintahen). (Dahlan Thsgib,
1991:108). Sedang menurut pengertian igtilah
adalah sistem pengorganigasian masyarakat ne-
gara yang dilskukan oleh masyarakat itu sen-
diri atau dengan persetujuan magyarakat yang
kegseluruhan dan martabast msnusia sebagail msh-
luk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan
dijasmin atas dasar kenegaraan tertentu (H. A-
mir Machmud, 1987:82).

Dari pengertian di atas dapat dipahami
beberapa prinsip dasar dalam Denyelenggaraan
demokragi (Dahlan Thaib, SH., 1991:109), ya-

itu

1) Ketertiban warga negara dalam pembuatan
keputusan pelitik.

2) Tingkat persamaan tertentu diantara warga
negard.

3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan terten-
tu yang diakui dan dipakai warga negara.

4) Suatu giztim perwakilan

5) Sistem pemilihan mayoritas
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Dengan kats lain dalam pemerintahan demokrasi
tersimpan unsur-unsur yang berupa cizi kon-
stitusional, ciri perﬁakilan, ciri pemilihan
umum dan ciri kepa%éaian (Drs. 1. Topan,l989

23 )« ’

b. Macam-lMacam Demokrasi

Pemerintahan demokrasi dalam  perkem-
bangannyas banyak bervariasi, sehingga secara
makna dapat dikategorikan beberapa macam. Un-
tuk mengetahul jenis-jenignya perlu didasar-
kan pada beberaps prinsip (Drs. M. Topan,l1989

29-31), yaituy :

1) Prinsip sifat peunyaluran aspirasi/historis

digolongkan:

a) Demokrasi 1angsung;
Jenis ini lghir pertams kali di kota
Athens yang jumlah penduduknya sangat
terbatas sehingga warga neéara yang ber-
usaha 18 tahun e atas wajib menghadiri
rapat-rapat yang diadakan oleh pemerin-
tah untuk secara langsung menyalurkan

pendapat, keinginan dan aspirasinya ke-

pada pemerintah.
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b) Demokrasi tiduk langsung
Jenig ini Jjuga dikenal sebagail demo-
kgas* perwakilan atau parlementer ini
muncul sebagai akibat dari semakin ber-
keumbangnya populagi penduduk dengan lu-

ag wilayah negara yang besar disamping

keterbatasan fusgilitas perampungan, se-

iy

ingga sulit untuk dapat menghimpun se-

Lo

3

lurun warga yang berugia dewasa dalam
rangka peunyaluran kehendak dan aspirasi
serta pengambilan keputusan berssma se-

perti yang pernah terjadi di Athena.

2) Prinsip ideologis (pandangan hidup) suatu

bangsa digolongkan

a) Demokrasi individual
Jenig ini dijiwai oleh psham individual
isme Yunani kuno. Karenanya, demokrasi
vang diciptakan di kots Athena juga da-
pat digolongksn pada jenis ini.

b) Demokrasi liberal
Jenis ini dijiwai oleh paham liberal-
igme yang menekanksn kepada -~ kebebasan
yang bermuars kepada prinsip material-

isme. Jenis ini dikenal sebagai demo-
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krasi perlementer.

¢c) Demokragi rakyat

Jenis ini dijiwai oleh paham sosialisme

atau komunisme yang mengutamakan ke-
pentingan negara/ kumune : dengan me-

ngabaikan kepentingan individu, tetapi
bukan rakyat yang berduulat (memegang
kekuasaan tertinggi) dalam pewerintah-
an, melainkan segelintir orang yang me-
nguasal partai sebagal sarana untuk

menguasal negara.

d) Demokrasi pancasila
Jenis ini dijiwai oleh paham, Pancasila
yaitu falsafah hidup asli bangsa Indo-
nesia dengan berlandaskan pada musyawa-
rah untuk mencapai mufakat dengan me-
ngutamskan prinsip keseimbangan kepen-

tingan.

C. Ciri-ciri Demokrsgi

Pemerintshan demokrasi menunjukkan se-
jumlsh ciri umum yang menonjol (Drs. M.Taufan
1989: 24-28), yaitu

1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan ke-
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rentingan rakyat banyak.

Dalam ciri ini terbentuk (tersurat) bebe-

rapa ciri tambghsn, yaitu :

a) Ciri xonstitusional, yaitu prinsip ke-
kuasasn, kehendak dsn kepentingan rak-
yat diatur dan ditetapkan dalam kongti-
tusi yang kemudian mendagari kegiatan-
kegiatan operasional penyelenggaraan
pemerintahan.

T~

b) Ciri perwakilan, yaitu pelsksanasn ke-
daulatsn rakyat diwakilkan pada sejum-
lah orsng kepercayaan rakyat ysng pro-

ses terjadinyas perwakilan rakyat ini,

ditetapkan dengan undang-undang dan da-

am politik bagi rakyat,.

¢) Ciri pemilihgn umum, yaitu kegiatan po-
litik yang bertujusn untuk menetapkan
sispa-giapa yang dapat mewakili rakyat
sesual dengan keputussn bebas dari rak-

vyat pemilih,

d) Ciri kepartsian, yaitu adanya organi-
gsagi sosial (partai) politik yang ber-

fungsi sebagal sarana perantara yang
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strategis dalam praktek pelaksanaan pe-

merintahan demokrasi.

2) Pemisshan/pembagian kekuasaan

T

Hikmah dari ciri ini adglsh untuk
menghindari tindakan semens-mena dan uatuk
menjomin hak asasi manusis. Disamping itu
Juga mengandung manfant dari dua segi, ya-

itu

a) Dari sigi yang diperintgh, maks rakyat

merupakan subyek dasn sekaligus obyek,

~

maks mereka dapat mengetahui apaksh ha

nya dindahksn oleh pemerintah,disamping

&

Juga menyadari kewajiban yang harus di

4

lakukan dalam kaitan proses  pelayanan

el

haknya.

b) Dari segi pelaksana kekuasaan, maka ma-
sing-masing aparat dari setiap Dbidang
kekuasaan dapat mengetahui batag-batas

\
kewenangan, sehingga dalam proses pe-
layahan kepada rakyat dapat dihindari

tindakan yang merugikan rakyat.

3) Tanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



54

Yang dimaksud adalah tanggung jawab
timbol balik dan bukan sepihak. Artinya,
baik pemerintah maupun rakyat sama-sana
bertanggung jawab bagi kepentingan Dbangsa
dan negara/tanah air. Bobot tanggung jawab
masing-masing pihak berbeda menurut batas

hak dan kewajibannya maging-mn imé.

2. Sistim : Demokrasi ., di Indonesia

Sistim pemerintshan merupakan gabungan
d ri dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan.
Secarg umum pengertian gistim adalanh suatu ke-
seluruhan yaong terdiri daril bagian-bagian = yang
gatu dengan yang lainnya saling berhubungan dan
saling neter cantungan, sedang pemerintahan dalam
artl luas adalah segala urusan yang dilakukan
oleh negara dalam mcnyelenggaraikan kesejohteraan
dan kKepentingan negara sendiri. Karenasnyas, dalam
membicaraiian pemerintahan adalah membicarakan
bagaimang pembagian serta hubungan antara lemba-
ga-lembaga negars yang menjalankan kekuasaan-
kekuagaan negara itu, dalam rangka menyelengga-
rakan kepentingan rakyat (Dahlan Thaib,SH.,1991:

81).
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Sistém pemerintghan di Indonesia menurut
pengertian UUD 1945 secars terinci ditegaskan

dalam tujuh kunci pokok, sebagai berikut

a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas
hukumnm (Rechsstaat).

b, Sistim konsgtitusional (hukum dasar).

c. Keiiussaan tertinggi di tangsn MPR.

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintshan
negara tertinggi di bawgh majelis.

€. Presiden tidak bLertanggung jawab kepada DPR.

f. Menteri Negura ialah pembantu Presiden. Nen-
teri Negara tidak bertanggung jawab kepada
DFR.

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berkaitan dengan ketujuh kunci pokok ini

(o3

Bintan R. Saragih, SH., menyimpulkan :

"Pidak tepat jiks dikstakan bashwa Indonesia
menganut sistem pemerintahsan parlementer,
Karena dewan tidak dapat dibubarkan oleh Pre
siden. Demikian pula tidak dapat dikatakan
sebagal sistem pemerintahan Presiden, karensa
Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat,
dan Presiden dapat diberhentikan:ioleh MPR,
sebelum habis masa jabatannya karena melang-
gar GBEN". (Bintan R. Sarsgih, SH., 1985:81)

Namun demikian berdasarkan penjelasan UUD

1945 tersebut, paling tidak ada tiga hal yang
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dapat digimpulkan (Dahlan Thaib, 1989:83-84, ya-

. itug

a. Dalom sistem pemerintahan negara Indonesis,
pemegung kekuasaan tertinggi adaslah rakyat

yang dijelmakan dalam perwujudan MPR.

P

be Dalam sigtem pemcrintahan negara Indonesis,
Presiden adalah pemegang kekuasaan atas Jjalan

ya pemerintahan negara.

ce. Dengan kekuassan Eksekutif (pemerintah. .) ada
pada Presgiden, tetapi dibatasi oleh ¥MPR, dan
kKedudukan DPR yang kuat karena seluruh  ang-
gotanya duduk gebagal anggota MPR, serta ada-
nya Mahkamah Agung yang menjalankan fungsinya
Yudhikatif. Adanya keckuasaan eksekutif,legis-
latif dan Yudhikatif, tidak lain merupakan
distrubution of Power atau pembagian kekugesa-

an dari MPR.

Dergan demikian, MPR mengatasi kekuasaan
dari lembaga negara lainnya, yaitu: Presiden, DER
MA, DPA dan BPK Sedangkan pencmpatan materi ru-
musan vasal 1 ayat 2 dalam rangka Konstitusi-
konstitusi modern yang umumnys mempunyai sistem
pemerintahan yang berazaskan demokrasi (Dahlan
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a. Sistim Demokrasi Pancagila

Secara bahasa perkataan Demokrasi Pan-
casila berarti : "Pemerintahan rakyat yang
berdasarkan nilai-pilai falsafah Pancasila"®
atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat
dsn untuk rakyat yang ditunjuk oleh lima prin-
sip dasar, yaitu: Pancasila. (Drs. M. Taufan,
1989:45). Secara istilal dapat diartikan sua-
tu gistim pemerintahan yang berdasarkan ke=-
daulstan rakyat dengan asss mugyawarsh untuok
mufakst sebagai . sarana utama bagi pemecahan
masalah-masalah politik, ekonomi, gosisl dan
religi dan hankamnas demi mewujudkan suotu ke
hidupan masyarakat yang adil dan makmur, me-
rata, materiil dam spiritual (Drs. M. Taupan,

1991:50).

Inti Demckrasi Pancasila adalah rakyat
ikut serta menentukan keingingn dan pelaksa-
nasnnys. Dalam Demokrasi Pancasils rakyat,
adalah subyek demokrasi. Artinya, rakyat se-
bagai keseluruhan berhak ikut serta secara
efektif menentukan keinginan dan pelaksansan-
nya. Melalui MPR sebagai penjelmaan kedaulat-

an rakyat dalam menentukan GBHN dan memilih
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serta menetapican mandaterig untuk melaksana-

kan GBEN tercebut.

/

Berhasilnya pembangunan nagional se-

3

3
0
o
o)

bagail pengamalsn Pancagila tergantung

partisipasi selurvh ruakyat serta pada sikap
mental, tekad dan semangat, ketaatan dan di-
giplin para reanyelenggara serta geluruh rak-

A

vyat. Pengaturan partigipasi rakyat dalom ke-
hidupan demokrasi itu secara pogitif ditentu-~
kan daleam peraturen perundang-undangan yang
berlaku. Apturan ini diatur secars melembaga,
yaitu melslul perwatakan yang ada yang diben-
“tuk melalui Pemilihsn Umum. Rakyat merailih

wakil=wakilnys vang diharapkan dapat menyua-

rakan aspirasi rakyat (Drs. AW. Wijaya, 1984:

Perbuda in pendapat dslam Demokrasi Pan;
Qa¢ila Waaar,nagekat musyawarah untuk mufakat
bahwa kita ini berbeda hak dalan arti sifat
Bhineks Tunggal Ika. Tetapl perbedaan ter-
gebut bukan untuk dipertentangikan tapi dipe-

lihara yang merupskan kekayaan dan  khasanah

kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesgia.

st
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Segala sesuatu harug digelesaikan secara nmu-
gsyawarah dsan mufskat berdasarkan hikmat ke-
bijaksanaan, Jadi,‘%idak ada yang merasa  me-
nang atau merasa dikaglghkan. Segala hasil
vang telah digepakati sesusl dengan musyawa-
rah dilakssonskan harug diterima dengan penuh

tanggung jawab. (Dre. A.W. Wijaya, 1984:33).

Dari uraian tentang pengertian dan ar-
ti Demokrasgi Fancasila di atas, maka dapat
disimpulkan beberapa asas dari Demokrgsi Fan-

cagila (Drs. AW. Wijaya, 1984: 36-39), yaitu:

1) Asas menjunjung tinggi hsk ssasi dan mar-
tabat manusia. Dalam Demokrasi Pancasila
dijamin terlaksananya hak ssasi manusia
dengan harus pula diikuti kewajiban - kewa-
jiban asag, yang meliputi kewajiban bel=-

ajar, memberi suara, membayar pajak, men-

jaga keamansn, membela negara dan untuk
tunduk don tast menjalankan gegala per-

aturan negara.

2) Asas kekeluargaan dan gotong royong kebe-
basan bersuara dan mengemukakan  pecendapat
dijamin dengan penuh asal bertanggung Ja-

wab. Dengan demikian, tidak ada golongan
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yang digebut mayoritas dan minoritag.Dalam
hal ini tidak selalu golongan yang kuat
saja yang selalu dimenungkan, tetapi go=-
longan lemah, yang suaranya sedikit, turut
juga dimenangkan asal saja bertanggung ja-

wab.

3) Asas mugyawarah untuk mufakat.
Permusyawaratan adalsh menyclesaikan se-

suatu dengan kekeluargaan dan memperhati-

kan kepentingun umum untuk mencapai kesa-

-~

tuan pendapat atas dasar kehendak rakyat

zT‘

inggs mendapat keputusan yang mendasarkan
kebulatan pendapat (mufskat). Jadi, dalam

ey

mengambil keputusan hendaklah  genantiasa
diselessikan dengan mengadokan musyawarah
untuk mencapai mufakat daen jika tidak di-
mungkinkan, maika baru diambil dengan ke=-

putusan suara terbanyak.

4) Asas demokrasi di bidang POLESOSBUD.
Pada dasarnya demokrssi Pancagila dapat di
bedakan sesuail dengan bidangnya, .... antara
lain., Bidang kenegaraan/pemerintahan, po-

litik, ekonomi, Hankam, sosial budaya.
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b. Demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar

1945

Dalam teori hukum tata negara Indonesia,
konsep demokrasi yang sekarang secara eksplisit
dapat dijumpai dalam Pembukaan Undang-Undang -
Dasar 1945, Batang Tubuh UUD 1945, serta dalam
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945,

Di dalamnya terdapat rumusan : "Kedaulatan ada-
lah di tangan rakyat"., Oleh karena itu kedaula-
tan rakyat merupakan suatu unsur yang esensial
di dalam faham demokrasi, ini menunjukkan bahwa
rakyatlah yang paling menonjol yaitu paling top
dan paling sentral.

Faham demokrasi dapat tegak jika didu -
kung oleh suatu waaah, yaitu perangkat yang di-
pakai sebagai aLat atau sarana untuk mencapail
cita-cita disamping harus juge aidukung oleh
isi. Antara wadah dan isi tersebut harus mengan
dung nilai-nilai dan unsur-unsur yang demokra -

tis. (Dahlan Thaib, S.H, 1991 : 118) Yaitu :
1) Konsep kekuasaan

Konsep kekuasaan dalam UUD 1945 cukup
menarik dalam mengatur mekanisme kekuasaan

sedemikian rupa mulai dari pemegang, pemba -
gian sampal pada pembatasan kekuasaan.
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Kongtitugsional kita menetarkan bahwa pe-
megang kekuasaan adalgh rakyat dan dilakukan se-
penuhnya oleh WMPR, yang merupakan penjelmaan se-

~

luruh rakyat Indonesgia. Kemudian di dalam men-

jalankan kekussaacunya MPR mcecndelegasikan ataun
membagi-bagikan sebagian kekuasaannya kepada

lembaga-lembaga lain di bawahnya, selain  meme-
gang kekuasaan ekgekutif, legisglatif, Yudikatif

Inspektif dan Kausaltatif.

Terakhir dengan proses atau mekanicme lima ta-
bhunan konstitusi kita mengatur pembatasan keku-
asaan yang mencakup periode pengawasan dan per-

tanggung Jjawaban kekuagaan.

2) Konsep Pengambilan Keputusan

Dalam keitan ini UUD 1945 menggariskan ke-
tentuan-ketentuan yang mengandung pokok pikirgn

pengambilan keputusan yang berdacsarikan :

Pertama : Keputugan itu didasarkan kepada mugya=-
warah sebasgasi asasnya. Artinyas, segala
keputusan yang diambil sejauh mungkin
diusahakan mugyawarah untuk mencapal

kenufakgtan.

Kedua : Apabila kemufakstan tidak tercapai ma-

ka dimungkinksn pengambilan keputusan
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itu ditempuh melalul suara terbanysk.

3) Konsep Pengowasan.
Konsep pengawasan ini mengambil UUD 1945,
pada dasaraya ialah :

Pertsma : Dilakukan oleh seluruh warga negara,
dikasrenskan di dalam gistim kekuasaan
warga negara Indonesia berada di Ta~
ngan rakyat.

Kedua : Secara formal kenegaraan, nengawasan

berada pada DPR.

4) Konsep Partigipasi.

UUD 1945 mengisysratkan bshwa kongep par-

kehidupan kenegaraan dan kemagyaralkatan dan par-
tigipasi itu terbuks untuk seluruh warga negara

Indonecsia.

Konsep-iconsep tergebut merupakan wadah

]

yong digediskan oleh UUD 1945 demi tegaknya [ fahasm
demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Jadi, penegakan dan pemurnian demokrasi menurut pe-
ngertian Pancasgila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang utsma adalah pencgakan itedaulatan rakyat me-

lalui eistim perwakilan yang memungiinitan getiap
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warga negara dan kelompck dalam masyarakat betul-
betul dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan
keputusan. Dalam kaitan ini Dahlan Thalib, SH., me-

negaskan bahwa :

"Dalam proses awal penentuan wakil-wakil rakvat
lewat pemilihan umom, haruslah ada suasana yang
memungkinkan setiap warga negara betul-betul me
ragakan dan menikmati suasana kebebasan menurut
tata cars demokrasi dengan memilih langsung wa-
kl}-wakllnya Jong dipandang cakap dan jujur un-
pux memperjuangkan kepentingannya'. (Dahlan Tha
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B. Pertanggungjawaban Pemerintah Menurut UUD 1945

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa setelah
berakhirnya masa Orde Lama pada tahun 1966, kemudian
lahir satu zaman yang kita kenal sebagai zaman Qrde -
Baru.

Orde Baru ini dalam applaidnya menyatakan kei -
nginannya untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila seca-
ra murni, maksudnya il1alah pelaksanaan pemerintahan ne-
gara yang sesuazl dengan tuntutan dan ketentuan UUD -
1945, den konsekwen yang berarti bahwa di dalam setiap
tingkah laku politik yang dijalankan oleh pemerintah
negara Indonesia tidak akan menyeleweng atau berbalik
arah dari hakekat Demokrasi Pancasila,

Dalam UUD 1945 dianut beberapa prinsip pokok se
sagal dacar yang menunjukkan bahwa sistem politik ne -
gara kita ialah sistem Pemerintahan Demokrasi Panca =
sila. Prinsip tersebut dalam UUD 1945 dinyatakan seba-
gai berikut :

1. Indonesia, ialah negara yang berdasar atas hukum
(Rechts Staat), artinya adalah bahwa Indonesia ber-
dasar atas hukum (Rechts Staat), tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka (Machts Staat).

2, Sistem konstitusional, artinya bahwa pemerintahan
berdasar atas dasar sistem konstitusi (hukum dasar)

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak -
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terbatas).

%2. Kekuasaan Negara yang tertinggi"ui tangan Majelis Per -
musyawaratan Rakyat (Die gesamte Staatgewalt liegt -
allein bei der Majelis).

Maksudnya adalah bahwa kedaulatan Rakyat dipegang o -
oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rak
yat, sebagal penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Ver
tretungsorgan des willens des Staatsvolkes)., Majelis
ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Ga-
ris-garis Besar Haluan HNegara. Majelis ini mengangkat
Kepala Negara (Presiden) dan wakil Xepala Negara (Wa-
kil presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan
Negara yang tertinggi, sedang presiden harus menja -
lankan haluan negara menurut garis-garis besar yang
telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat
oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab Kepada
Majelis. Ia 1alah "mandataris" dari Majelis, ia ber -
wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden
tidak *niben®, akan tetapi "untergeordnet" kepada Ma-
jelis.

4, Presiden ialah penyelenggara pemerintah FVegara yang
tertinggi di bawah Majelis.

Artinya adalah, bahwa di bawah Majelis Permusyawara -
tan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan

yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara
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kekuasaan adalah di tangan Presiden (concentration -
of power and respombility upon the President).

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwa -
kilan Rakyat. Perlu diketahui bahwa disampingnya
Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Maksﬁdnya adalah bahwa Presiden harus mendapat perse
tujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk  .un-
dang-undang (gesetzgebung) dan untuk menetapkan ang-
garan pendapatan dan belanja negara (Staatsbegreo -
ting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja ber -
sama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak
bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan Pre
siden tidak bergantung dari pada Dewan.

6. Mew i Negara ialah pembantu Presiden; Mentri Negara
tidak bertanggungjawabfkepada Dewan Perwakilan Rak -
yat.

Maksudnya adalah, Presiden mengangkat dan memberhen-
tikan menteri-menteri negara., Menteri-menteri itu
tidak bertanggungjawab kepada Sewan Perwakilan Rak -
yat. Kedudukannya tidak bergantung dari pada Dewan, -
aakan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka
ialah pembantu Presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak TPerbatas.
Maksudnya adalah, meskipun Kepala Negara tidak ber -

tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bu-
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kan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak terba -
tas. Di atas telah ditegaskan, bahwa 1ia bertanggung
jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecua-
1li itu ia harus memperhatikan sunguh-sungguh suara

Dewan Perwakilan Rakyat. (Penjelasan tentang UUD -
Negara Indonesia; Sistem Pemerintahan Negara, Bahan
Penataran dan Bahan Reifrensi Penataran, 1988 : 12-

13).

Maka kalau kita telaah tentang beberapa keten -
tuan di atas serta menghubungkannya dengan pertanggung
jawaban pemerintah dalam negara Indonesia menurut Un -
dang-Undang Dasar 1945, yakni pemerintah bertanggung -
Jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat .,

Masa Jabatan Presiden adalah lima tahun terhi -
tung sejak diangkat dan mengucapkan sumpah/janji di-
hadapan Majelis Permusyawratan Rakyat. Ini merupakan
kesimpulan dari pasal 7 dan 9 serta penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945. Presiden pada hakekatnya adalah -
Mandataris 1"PR, artinya Presiden adalah pemegang man -
dat untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh
Majelis., Tugas-tugas tersebut terutama tentang kewaji-
ban untuk melaksanakan UUD 1945 dan GBHN serta keputu-
san-keputusan MPR.

Dalam hubungannya dengan masalah pertanggung -

jawaban Presiden, dapat dilakukan dalam dua bentuk :
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Pertama, adalah pertanggungjawaban Presiden pada
saat akan berakhirnya masa jabatan dan habis jangka -
3 waktu mandat yang ia terima, dan dalam hal mana harus

dilapofkan baik secara tertulis maupin secara lisan di

hadapan Majelis., Kemudian MPR menilai laporan pertang-

gungjawaban Presiden tersebut. Dari hasil penilaian
itu, Majelis dapat mengambil tindakan berupa :

a. Memberhentikan Presiden dari jabaiannya, dalam arti
bahwa ia tidak akan dapat dipilih atau diangkat la-
g1l pada Jabatan rresiden periode selanjutnya;

b. kemungkinan yang bersangkutan dapat dipilih/diang -
kat kembali menjadi Presiden pada periode berikut -
nya, sesual dengan pasal 7 UUD 1945,
erdua, adalah pertanggungjawaban Presiden sebelum

masa Jabatannya habis., Bahwa berakhirnya mandat sebe -

lum habie Jangka waktunya dimungkinkan, Jika Presiden

Mandataris meninggal dunia atau karena sesuatu dan la-

in hal sehingga Presiden tidak dapat lagi melaksanakan

mandat, berarti Presiden dalam keadaan berhalangan me-

nurut pasal 8 UUD 1945. (Budiman B. Sagala, S.H., 1981

: 131-132).,
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Pertanggungjawaban pemerintah tersebut dilakukan
setiap lima tahun sekall dihadapan sidang Majelis Permu
syawaratan Rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh Budiman
B. Sagala dalam bukunya "Tugas dan wewenang MPR di In -
donesia" halaman 140 sebagai berikut

"pade hakekatnya seétiap sidang Umum MPR adalah an -
tara lain memberhentikan Presiden/Mendataris MFR,
selama Sidang Umum MPR hanya dilakukan sekali dalam
kurun waktu lime tahun, karena sesuai dengan akan
berakhirnya masa japatan Presiden. Pertanggungjawa-
ban Presiden diminta oleh MPR dalam Sidang Umum ada
lah dalam rangka akan berakhirnya masa Jabatan Pre-
siden/Mandataris MPR.. Kemudian dalam Sidang Umum
yang sama, Majelis harus memilih dan mengangkat se-
orang Presiden yang baru., Di sini MPR dapat mengang
kat Presiden yang telah berhenti, dan atau boleh
Juga mengangkat orang yang lain, baru sama sekali
unt§k masa lima tahun"., (Budiman B. Sagala, 1981 :-
14‘0 ®

Dalam prakteknya bahwa selama berlakunya UUD 1945

"z. :lah pertenggungjawaban pemerintah ini telah pernzh

dilakukan daLam’beberapa kali, dengan perincian yaitu

1. pertanggungjawaban Presiden Soekarno dihadapan Si -
dang Umumn MPRS IV tahun 1966, atas kehendak Presiden
sendiri, Pernyataan MPFRS, agar laporan tersebut di-
lengkapi.

2. pertanggungjawaban Presiden Soekarno dihadapan Si -
dang Istimewa MPRS tahun 1967, atas usul DPRGR. Ha-
‘silnya pertanggungjéwaban tersebut ditolak oleh MP-
s

3. pertanggungjawaban Presiden Soeharto sebagai pejabat

Presiden (1967-1968), dihadapan sidang Umum MPRS V -
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tahun 1968. 0leh MPRS menanggapi positif segala per -
tanggung jawaban Presiden Soeharto, saat itug
" 4, pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soe -~
harto dihadapan Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1973
atas dasar akan berakhirnya masa jabatannya untuk 1li-
tahun, Pertanggungjawaban Presiden Soeharto ini dite-
rima baik oleh MPR hasil Pemilihan Umum;

5. pertanggungjawaban Presiden Soeharto lagi dihadapan
Sidang Umum MPR RI pada bulan Maret 1978, juga diucap
kan atas dasar akan berakhirnya masa Jabatan Presiden
sebagal Mandataris MPR. Kenyataannyapun, MPR menerima
baik pertanggungjawaban Tresiden RI tersebut;

6. kemudian berturut-turut pertanggungjawaban Presiden
Soehsrto lagi dihadapan Sidang Umum MPR RI yaitu pada
setiap bulan garet dengan urutan tahun, 1983, 1988, -
1993, untuk yang keenam kalinya, yang lagi-lagi MPR
dapat menerimanya dan memilihnya lagi untuk kepemim -
nan selanjutnya sebagl Presiden Republik Indonesia.

Demikianlah tata cara pertanggungjawaban pemerintah
(Presiden) dilakukan pada setiap akhir masa Jabatannya
dihadapan Sidang Umum MPR RI setiap lima tzhun sekali,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,
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